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KPK Usut Amplop 
Dibalikin Menhut

Jakarta, MIMBAR - 
Ditreskrimsus Polda Metro 

Jaya dan Kortastipidkor 
Polri menggeledah total 12 

lokasi terkait penanga-
nan kasus korupsi 

hingga tindak pidana 
pencucian uang 

(TPPU) dari Cipete di 
Jakarta Selatan hingga 

Sentul, Kabupaten Bogor, 
Jawa Barat, Rabu (8/7).
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Perang Narasi 

Terhadap Islam 

Imsak	 :	04:49 WIB
Subuh 	 :	04:59 WIB
Zuhur	 :	12:33 WIB

 Untuk kota Medan sekitarnya
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Jadwal

Salat
Ashar		     : 15:59 WIB
Maghrib	 : 18:42 WIB
Isya	 : 19:57 WIB

Salat

 Perang bintang...

"Penggeledahan dilakukan di 12 lokasi," kata 
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi 
Hermanto kepada wartawan di lokasi penggeleda-
han di Cipete, Jaksel, Rabu malam.

Belasan lokasi itu yakni PT CBS, Cengkareng Timur, 
Jakarta Barat; PT CBS (Kantor Pusat), Penjaringan, Ja-
karta Utara; PT KNI, Petojo Selatan, Jakarta Pusat; rumah 
saudara MN, Serpong Utara, Tangerang Selatan; kafe 
de'Clan Signature, Cipete, Jakarta Selatan.

Kemudian Koin Money Changer, Cipete Selatan, Ja-
karta Selatan, rumah saudara TK, Mega Kuningan, Jakarta 
Selatan; Kantor/Grup DMG / CP, Kuningan, Jakarta Se-

DALAM penggeledahan yang berlangsung kurang 
dari 24 jam sejak Rabu, 8 Juli 2026, polisi menyita 74 
kilogram emas batangan serta uang tunai senilai sekitar 
Rp 540 miliar dalam bentuk rupiah dan valuta asing.

Kepala Kortastipidkor Polri Inspektur Jenderal Totok 
Suharyanto mengatakan penyidik menemukan emas 
batangan itu saat menggeledah sebuah rumah di Sentul, 
Bogor. "Ditemukan brankas terkunci, saat dibuka berisi 
tujuh koper," kata Totok di Bogor, Kamis dini hari, 9 
Juli 2026.

Dari rumah tersebut, penyidik menyita 74 kilogram 
emas batangan. Mereka juga menemukan uang tunai 
senilai US$ 4.767.300 dan SGD 14.083.800. Nilai 
kedua mata uang asing itu diperkirakan mencapai seki-
tar Rp 476 miliar.

Sebelumnya, penyidik menyita SGD 3.130.000 dan 
US$ 889.965 saat menggele-

dah brankas di Kafe de'Clan, 
Cipete, Jakarta Selatan. Polisi 
juga menyita uang senilai 
Rp 7,2 miliar dalam 16 jenis 
mata uang asing dari Koin 
Money Changer.

Sejak Rabu hingga 
Kamis dini hari, penyidik 

Perkembangan media sosial telah menciptakan 
ruang publik baru yang  memungkinkan setiap orang 
menyampaikan pandangan secara bebas. 

Namun, kebebasan tersebut juga 
melahirkan fenomena perang  
narasi, termasuk narasi yang 
menyerang atau mendiskredit-
kan Islam. Tidak jarang muncul 
unggahan, video, atau komen-
tar yang  memuat stereotip, 
generalisasi, maupun informasi 
yang keliru tentang ajaran Islam. 
Kondisi ini menjadi tantangan 

Oleh: Masrin

Pada tulisan sebelumnya saya mempertanyakan satu 
hal yang menurut saya sangat mendasar. Apakah yang 
diterima anak-anak kita benar-benar makanan bergizi atau 
sekadar makanan yang dibagikan secara gratis?

Namun semakin saya memikirkan persoalan ini, 
semakin saya menyadari bahwa urusannya ternyata jauh 
lebih rumit. Sebab makanan yang diterima anak-anak itu 
tidak muncul begitu saja di atas meja sekolah.

Ada proses yang panjang sebelum akhirnya sampai 
ke tangan mereka. Ada bahan baku yang harus dibeli. 
Ada menu yang harus disusun. Ada makanan yang harus 
dimasak. Ada wadah yang harus disiapkan. Ada kend-
araan yang harus mengantar. Dan ada orang-orang yang 
bertanggung jawab memastikan semuanya berjalan seba-
gaimana mestinya.

Di tengah rantai yang panjang itulah berdiri sebuah 
lembaga yang bernama Satuan Pelayanan Pemenuhan 
Gizi atau SPPG. Saya menduga banyak orang tua bahkan 
belum terlalu memahami apa itu SPPG. Yang mereka tahu 
hanyalah anak-anak menerima makanan di sekolah.

Padahal nasib program MBG sesungguhnya banyak 
ditentukan oleh bagaimana SPPG bekerja. Di sinilah 
makanan dipersiapkan. Di sinilah kualitas bahan baku 

Jakarta, MIMBAR - Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan 
selama 20 hari pertama terhitung mulai hari 
ini terhadap mantan Sekretaris Jenderal 
MPR RI periode 2019-2021 Ma'ruf Cahyono 
dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi 
pengadaan barang dan jasa di lingkungan 
MPR.

Upaya paksa tersebut dilakukan setelah 
penyidik rampung memeriksa Ma'ruf hingga 
sore hari ini.

Jakarta, MIMBAR - Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) menemui Menteri Keuangan (Men-
keu) Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian 
Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (9/7).

Pertemuan tersebut membahas usulan tambahan 
anggaran lembaga antirasuah untuk tahun anggaran 
2026 dan 2027.

Jakarta, MIMBAR - KPK telah 
menemukan barang bukti berupa uang 
tunai senilai SGD 12 ribu terkait dugaan 
penerimaan lainnya yang dilakukan oleh 
Bupati Kuansing, Suhardiman Amby 
(SA). Barang bukti uang ini juga yang 
diduga oleh KPK diberikan oleh Suhardi-
man kepada Menteri Kehutanan (Menhut) 
Raja Juli Antoni terkait upaya alih fungsi 
hutan.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad 
Taufik Husein menjelaskan setelah adanya 
temuan uang ini, penyidik pun masih akan 
melakukan pendalaman. Mulai dari total 

Kejagung Kejagung 
Buka Suara Buka Suara 
KEJAKSAAN Agung (Ke-

jagung) buka suara terkait aksi 
penggeledahan yang dilakukan 
oleh Korps Pemberantasan Tin-
dak Pidana Korupsi (Kortastipid-
kor) dan Polda Metro Jaya terkait 
kasus korupsi TPPU dan suap 
kasus batu bara hingga Asabri.

Kepala Pusat Penerangan 
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Selatan; PT PML, Karet Kuningan, Jakarta 
Selatan; rumah saudara DR, Gandaria Selatan, 
Jakarta Selatan; rumah saudari MILDK, Aparte-
ment Pacific Place dan sebuah rumah di Sentul, 
Kabupaten Bogor.

Diketahui dari penggeledahan di kafe dan 
money changer di Cipete, polisi menyita barang 
bukti berupa uang senilai total Rp67,2 miliar. 
Uang total senilai puluhan miliar rupiah yang 
disita itu terdiri dari pecahan rupiah, dolar 
Amerika Serikat, dan dolar Singapura.

"Untuk uang yang kita sita SGD3.130.000 
dalam bentuk [pecahan] SGD100. Kemudian 
yang US$889.965. Kemudian uang tunai rupiah 
Rp259.159.000. Kemudian kita konversi dalam 
bentuk rupiah kira-kira hampir Rp60 miliar. Ini 
di lokasi de'Clan," kata Kakortastipidkor Polri 
Irjen Totok Suharyanto di lokasi penggeledahan 
di Cipete pada Rabu malam.

"Kemudian di Money Changer, ada 71 item 
barang bukti, kemudian ada 16 uang asing, total 
sekitar Rp7,2 miliar," sambungnya

Selain itu, dalam penggeledahan tersebut 

polisi juga menyita sejumlah dokumen dan 
beberapa barang elektronik untuk selanjutnya 
dilakukan pendalaman.

Sementara itu, dalam penggeledahan di 
sebuah rumah di Sentul, polisi kembali men-
emukan satu brankas besar tersembunyi di balik 
panel kayu yang diduga terkait dengan kasus 
korupsi dan TPPU yang sama.

Pada rekaman video yang beredar, brankas 
besar itu tersembunyi di dalam tembok yang 
telah dilapisi kompartemen atau dinding ber-
panel kayu.

Dikonfirmasi terpisah terkait rekaman video 
tersebut, Kombes Budi membenarkan adanya 
temuan brankas besar dalam penggeledahan di 
Sentul. Kendati demikian, ia tidak mengungkap 
lebih jauh ihwal lokasi brankas itu.

"Ini bagian dari kegiatan penggeledahan yang 
dilakukan tim gabungan," ujarnya saat dikonfir-
masi lewat pesan singkat, Rabu malam ini. 

Terpisah, Totok pun mengonfirmasi soal 
temuan brankas dalam penggeledahan sebuah 
rumah di Sentul itu.

"Betul," katanya saat dikonfirmasi tanpa 
menjelaskan lebih lanjut lagi.

Sebelumnya, Totok menerangkan total ada 

tiga perkara yang ditangani bersama Polda 
Metro Jaya dengan mekanisme joint investiga-
tion.

"Penanganan perkara korupsi dan pencucian 
uang pada proses penanganan hukum terhadap 
perkara PLN BB, kemudian Asabri tahun 2020 
sampai 2025, dan perkara dugaan korupsi dalam 
proses penyelesaian utang PT CBS kepada PT 
KNI tahun 2020-2025," ucap dia.

Sementara itu, Dirreskrimsus Polda Metro 
Jaya Kombes Victor Dean Macbon menyam-
paikan penanganan perkara ini berawal dari dua 
laporan polisi yang diterima.

Laporan pertama terkait dugaan tindak 
pidana korupsi dan atau TPPU dalam proses 
penanganan hukum oleh oknum pegawai 
negeri atau oknum penyelenggara negara dalam 
perkara PT Asabri (Persero) dan atau Asuransi 
Jiwasraya yang terjadi pada kurun waktu tahun 
2020- 2025.

Lalu laporan kedua terkait dugaan tindak 
pidana korupsi dan atau TPPU dalam proses 
penyelesaian utang atau kewajiban PT CBS 
kepada PT KNI oleh pegawai negeri atau 
penyelenggara negara yang terjadi pada kurun 
waktu 2020-2025.(cnni/js)

menggeledah 12 lokasi dalam penyidikan 
perkara TPPU dan suap terkait PT Asabri, kasus 
dugaan korupsi pasokan batu bara yang me-
nyebabkan blackout di Sumatera, serta perkara 
PT Krakatau Steel.

Penyidik menggeledah kantor PT CBS di 

Cengkareng Timur, Jakarta Barat, dan Penjar-
ingan, Jakarta Utara; kantor PT KNI di Petojo 
Selatan, Jakarta Pusat; rumah seorang berinisial 
MN di Tangerang Selatan; serta Koin Money 
Changer di Cipete Selatan, Jakarta Selatan.

Selain itu, penyidik menggeledah rumah se-
orang berinisial TK di Mega Kuningan, Jakarta 
Selatan; kantor DMG di Kuningan, Jakarta 

Selatan; kantor PT TML di Karet Kuningan, 
Jakarta Selatan; rumah seorang berinisial DR di 
Gandaria Selatan, Jakarta Selatan; serta kedia-
man MILDK di Apartemen Pacific Place.

Totok mengatakan penyidik masih ber-
peluang memperluas penggeledahan seiring 
pengembangan penyidikan yang terus berlang-
sung.(tem/js)

kum Kejagung, Anang Supriatna mengata-
kan upaya hukum penggeledahan dan penyitaan 
itu sepenuhnya kewenangan dari kepolisian.

Ia memastikan Kejagung menghormati selu-
ruh proses penyidikan yang sedang berlangsung 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

"Kejaksaan Agung menunggu hasil peny-
idikan yang sedang dilakukan oleh penyidik 
kepolisian, termasuk mengenai objek penggele-
dahan, barang bukti, maupun pihak-pihak yang 

dikaitkan dalam proses tersebut," ujarnya dalam 
keterangan video yang dibagikan.

Dalam kesempatan yang sama, Anang juga 
meminta publik agar tidak langsung membuat 
kesimpulan dan mengaitkan proses hukum yang 
berjalan dengan sosok tertentu.

"Kami mengimbau publik agar tidak 
membangun kesimpulan maupun opini yang 
mengaitkan seseorang atau suatu institusi den-
gan dugaan tindak pidana hanya berdasarkan 
informasi yang berkembang di media massa 
atau media sosial," kata Anang.

Ia juga mendorong agar seluruh proses pen-
egak hukum tetap dilakukan dengan menjun-

jung tinggi asas praduga tak bersalah.
Kejagung, kata dia, menghormati penuh 

independensi dan kewenangan setiap aparat 
penegak hukum dalam menjalankan tugas 
masing-masing.

Anang mengatakan pihaknya meyakini bah-
wa setiap proses penegakan hukum dilakukan 
berdasarkan alat bukti yang sah dan mekanisme 
hukum yang berlaku.

"Kami juga mengimbau masyarakat agar 
memperoleh informasi resmi dari aparat pen-
egak hukum yang menangani perkara tersebut," 
kata Anang.(cnni/js)

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Robert 
Leonard Marbun mengatakan pertemuan itu turut dihadiri 
Ketua KPK Setyo Budiyanto, para wakil ketua KPK, serta 
sejumlah pejabat lembaga antirasuah, termasuk Deputi 
Penindakan dan Eksekusi Asep Guntur Rahayu.

Robert menjelaskan pembahasan dalam pertemuan 
lebih banyak menyangkut usulan belanja KPK pada dua 
tahun anggaran tersebut.

"Tentang anggaran APBN, anggaran mereka untuk 
belanja 2026 sama 2027. Lebih banyak itu sih tadi," ujar 
Robert saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, 
Jakarta, Kamis (9/7).

Robert memastikan pertemuan itu tidak membahas 
penanganan perkara ataupun program tertentu.

"Enggak, enggak," katanya saat ditanya apakah perte-
muan turut membahas kasus hukum maupun program lain.

Ia mengatakan KPK menyampaikan rencana penamba-
han anggaran yang nantinya akan diproses oleh Kemente-
rian Keuangan. Namun, besaran tambahan anggaran yang 
diajukan belum diputuskan.a.(cnni/js)

Pantauan wartawan di Gedung Merah Putih KPK, 
Ma'ruf digelandang ke mobil tahanan sekitar pukul 16.07 
WIB. Ma'ruf sudah mengenakan rompi oranye khas 
tahanan KPK dengan tangan diborgol.

Dia menyatakan sudah memberi banyak informasi 
kepada penyidik.

"Sudah tadi dimintai banyak informasinya. Saya 
menjelaskan supaya terang semuanya," ujar Ma'ruf 
saat dikonfirmasi mengenai kasusnya, di Kantor KPK, 
Jakarta Selatan, Kamis (9/7) sore.

Ma'ruf enggan memberi informasi spesifik saat dit-
anya perihal dugaan perjalanan fiktif dan aliran uang ke 
Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR.

Ma'ruf menyerahkan semuanya kepada KPK.
"Banyak hal tadi sudah saya jelaskan," tuturnya.
Lembaga antirasuah akan menggelar konferensi pers 

pada hari ini untuk menjelaskan detail kasus yang men-
jerat Ma'ruf.(cnni/js)

ditentukan. Di sinilah standar kebersihan se-
harusnya dijaga. Dan dari sinilah ribuan bahkan 
puluhan ribu porsi makanan bergerak menuju 
sekolah-sekolah setiap hari.

Masalahnya, semakin besar sebuah pro-
gram, semakin besar pula ruang bagi kesalahan. 
Kesalahan kecil di dapur rumah mungkin hanya 
berdampak pada satu keluarga. Tetapi kesala-
han kecil dalam sebuah SPPG bisa berdampak 
pada ratusan bahkan ribuan anak dalam waktu 
bersamaan.

Karena itulah saya tidak pernah menganggap 
enteng setiap berita tentang keracunan makanan 
yang muncul dalam pelaksanaan MBG. Yang 
membuat saya khawatir bukan hanya jumlah 
korbannya. Tetapi apa yang sesungguhnya men-
jadi penyebabnya. Apakah bahan bakunya yang 
bermasalah? Apakah proses memasaknya yang 
kurang baik? Apakah distribusinya yang terlalu 

lama? Ataukah pengawasannya yang tidak berja-
lan sebagaimana mestinya?

Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena 
tujuan MBG bukan sekadar membagikan 
makanan. Tujuannya adalah menjaga keseha-
tan anak-anak. Maka ketika makanan justru 
menimbulkan persoalan kesehatan, negara 
wajib menjelaskan kepada publik apa yang se-
benarnya terjadi. Apalagi program ini dibiayai 
menggunakan uang rakyat dalam jumlah yang 
tidak sedikit.

Saya sering membayangkan bagaimana 
perjalanan satu porsi makanan itu. Dari dapur 
menuju kendaraan. Dari kendaraan menuju 
sekolah. Dari sekolah menuju ruang kelas. Lalu 
masuk ke perut anak-anak.

Di setiap tahap perjalanan itu ada risiko. Ada 
kemungkinan kualitas makanan menurun. Ada 
kemungkinan kebersihan tidak terjaga. Ada ke-
mungkinan standar yang ditetapkan di atas kertas 
tidak benar-benar dilaksanakan di lapangan.

Karena itulah keberhasilan MBG tidak 

boleh hanya diukur dari berapa juta porsi yang 
berhasil dibagikan. Keberhasilannya juga harus 
diukur dari seberapa aman makanan itu ketika 
dikonsumsi. Sebab anak-anak bukanlah angka 
statistik. Mereka bukan target capaian. Mereka 
bukan laporan bulanan. Mereka adalah manu-
sia yang sedang tumbuh. Dan negara memiliki 
kewajiban untuk memastikan bahwa makanan 
yang diberikan kepada mereka benar-benar 
memberi manfaat, bukan justru menghadirkan 
risiko.

Semakin saya memikirkan hal ini, semakin 
saya menyadari bahwa pertanyaan tentang 
MBG bukan lagi sekadar soal menu. Persoalan-
nya sudah bergerak ke pertanyaan yang lebih 
besar. Siapa sebenarnya yang mengelola SPPG? 
Bagaimana mereka dipilih? Siapa yang menga-
wasi mereka? Dan siapa yang paling diuntung-
kan dari perputaran anggaran yang begitu besar 
di dalam program ini?

Pertanyaan itulah yang akan kita bicarakan 
pada tulisan berikutnya.

Perang Narasi 
Terhadap Islam 

serius  bagi umat Islam dalam menjaga citra agama 
sekaligus memperkuat literasi keagamaan.

Di era digital, algoritma media sosial  cenderung men-
gangkat konten yang memancing emosi dan kontroversi. 
Konten yang menyerang agama sering kali lebih cepat 
viral  dibandingkan penjelasan ilmiah yang tenang dan 
proporsional. Akibatnya, persepsi publik terhadap Islam 
dapat dibentuk oleh  potongan video, kutipan di luar kon-
teks, atau informasi yang belum tentu benar.

Islam sendiri telah memberikan pedoman yang  jelas 
dalam menghadapi fitnah maupun permusuhan. Al-Qur'an 
mengajarkan agar umat Islam membalas keburukan den-
gan cara yang  lebih baik, mengedepankan hikmah dalam 
berdakwah, serta melakukan tabayyun terhadap setiap 
informasi yang diterima.

Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa respons 
terhadap narasi negatif tidak boleh didasarkan pada ke-
marahan, melainkan  pada argumentasi, akhlak, dan ilmu 
pengetahuan.

Tantangan lain adalah munculnya fenomena "trial by 
social media", ketika  seseorang atau suatu kelompok 
langsung dihakimi tanpa proses klarifikasi. Jika ada tinda-
kan seorang individu Muslim yang  menyimpang, sering 
kali kesalahan itu kemudian dilekatkan kepada seluruh 
umat Islam. Generalisasi semacam ini jelas tidak  adil. 
Sebagaimana tindakan seorang penganut agama tertentu 
tidak dapat mewakili seluruh pemeluk agamanya, demiki-
an pula  perilaku seorang Muslim tidak dapat dijadikan 
ukuran untuk menilai ajaran Islam secara keseluruhan.

Umat Islam perlu  memperkuat strategi komunikasi 
publik. 

Dakwah di era digital tidak cukup hanya menyampai-
kan dalil, tetapi juga harus mampu  menjelaskan nilai-
nilai Islam secara rasional, santun, dan kontekstual. Ke-
hadiran akademisi, ulama, jurnalis, dan para  intelektual 
Muslim sangat penting untuk menghadirkan narasi yang 
berbasis fakta, bukan sekadar reaksi emosional terhadap  
setiap provokasi.

Pada saat yang sama, penting pula membangun dialog 
yang sehat dengan masyarakat lintas agama. Kritik  ter-
hadap suatu ajaran atau praktik keagamaan dapat menjadi 
bagian dari kebebasan berpendapat, selama disampaikan 
secara  bertanggung jawab dan tidak berubah menjadi uja-
ran kebencian atau penghinaan. Dialog yang terbuka jauh 
lebih bermanfaat  daripada saling melontarkan tuduhan 
yang hanya memperlebar jurang perbedaan.

Indonesia memiliki fondasi yang kuat dalam  kehidu-
pan beragama, yaitu Pancasila, konstitusi, dan semangat 
toleransi. 

Karena itu, perang narasi yang berpotensi memecah  
belah masyarakat harus disikapi dengan bijaksana. 

Penegakan hukum terhadap ujaran kebencian tetap 
penting, tetapi yang  tidak kalah penting adalah mem-
bangun budaya literasi digital, memperkuat pendidikan 
agama yang moderat, serta membiasakan  masyarakat 
untuk memverifikasi informasi sebelum mempercayai 
atau menyebarkannya.

Kemenangan dalam perang narasi bukan  ditentukan 
oleh siapa yang paling keras bersuara, melainkan oleh 
siapa yang mampu menunjukkan integritas, akhlak, dan  
kualitas argumentasi. Islam akan lebih mudah dipahami 
apabila umatnya mampu menghadirkan keteladanan 
dalam kehidupan  sehari-hari. 

Akhlak yang baik, dialog yang santun, dan penyam-
paian informasi yang benar merupakan jawaban paling 
efektif  terhadap narasi yang berusaha mendiskreditkan 
Islam. Dengan demikian, ruang digital tidak menjadi 
arena permusuhan, tetapi  menjadi tempat menghadirkan 
nilai-nilai Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.

keseluruhan uang yang diberikan, termasuk 
pecahan apa saja, maupun sosok yang mele-
takkan uang tersebut dalam amplop ditutup 
map kepada Raja Juli.

"Ini sebenarnya masih banyak hal-hal yang 
masih perlu didalami oleh penyidik terkait 
tadi juga yang ditanyakan. Siapa yang naruh 
amplop, terus pertemuan-pertemuan seperti 
apa, itu juga nanti kita tunggu saja perkem-
bangannya karena masih berjalan," ujar Tau-
fik saat jumpa pers di gedung Merah Putih 
KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 
(9/7/2026).

Taufik menyebut, penyidik sampai hari ini 
masih berada di lapangan. Penyidik, kata dia, 
masih terus memastikan fakta maupun bukti-
bukti lainnya dalam perkara ini.

Penyidik nantinya akan memastikan alur 
pasti pertemuan yang dilakukan Suhardiman 
dengan Raja Juli hingga kapan uang tersebut 
ditukarkan ke valuta asing (valas). Namun 
yang pasti, kata dia, KPK memang men-
emukan fakta adanya upaya pemberian dari 
Suhardiman ke Raja Juli terkait upaya alih 
fungsi hutan itu.

"Tim juga masih di lapangan untuk memas-
tikan memang, baik pertemuannya, maupun 
tadi termasuk jumlah-jumlah amplop, tadi 
jumlah yang dikumpulkan dari petani-petani, 
hasil sisa hasil usaha tadi, dan kemudian itu 
dirubah atau berubah bentuk menjadi SGD. Itu 
menjadi bahan yang memang sedang didalami 
oleh penyidik," jelas Taufik.

"Jadi tentunya kita tidak bisa sampaikan 
secara utuh, tapi fakta-fakta itu memang kami 
temukan," imbuhnya.

Diketahui, KPK menyita uang SGD 12 ribu 
atau sekitar Rp 168 juta terkait kasus dugaan 
korupsi yang menjerat Bupati Kuansing, Su-
hardiman Amby (SA). Duit itu diduga bagian 

dari uang yang dikembalikan Menteri Kehu-
tanan Raja Juli Antoni ke Suhardiman.

Sebagai informasi, Raja Juli telah men-
gakui ada amplop yang ditinggalkan Bupati 
Kuansing saat bertemu dengannya pada 2 
Juni. Raja Juli mengaku baru tahu ada amplop 
setelah pertemuan berakhir dan langsung me-
merintahkan ajudannya mengembalikan uang 
itu ke Suhardiman pada 12 Juni 2026.

Terbaru, KPK menyatakan telah menyita 
bagian dari uang yang dikembalikan Menhut.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, men-
gatakan uang itu disita dari Ketua DPRD 
Kuansing Juprizal (JUP) yang telah diperiksa 
sebagai saksi. Budi mengatakan Juprizal 
mengetahui Suhardiman mengumpulkan uang 
dari Koperasi Unit Desa (KUD) untuk urusan 
alih fungsi hutan.

"Melakukan penyitaan uang dari saksi sau-
dara JUP senilai SGD 12.000 dan saksi FHD 
(Fahdiansyah) sejumlah Rp 15.000.000. Uang 
tersebut diduga terkait dengan proses permo-
honan alih fungsi hutan dimaksud," ujar Budi 
Prasetyo dalam keterangan tertulis, Kamis 
(9/7/2026).

"JUP diduga mengetahui proses pengumpu-
lan uang oleh Bupati dari para anggota KUD. 
Adapun uang yang disita tersebut diduga 
merupakan bagian dari uang yang dikemba-
likan oleh pihak Kemenhut. Penyidik masih 
akan mendalami keterangan ini," sambungnya.

Dia mengatakan penyidik telah mencecar 
Juprizal soal proses permohonan alih fungsi 
hutan lindung di Kuansing. Izin alih fungsi 
hutan sendiri merupakan kewenangan Ke-
menhut, sementara pemda bertindak sebagai 
pemberi rekomendasi teknis.

"Dalam pemeriksaan tersebut penyidik 
melakukan pendalaman materi seputar 
pengetahuan saksi atas suap lelang jabatan 
Sekretaris Daerah kepada Bupati Kuantan 
Singingi. Kemudian, penyidik juga mendalami 

proses permohonan alih fungsi hutan lindung 
di Kabupaten Kuantan Singingi yang diajukan 
kepada Kementerian Kementerian Kehutan-
an," ujarnya.

Menhut Klarifikasi soal Amplop
Raja Juli telah angkat bicara terkait perte-

muannya dengan Suhardiman Amby pada 2 
Juni 2026. Raja Juli menjelaskan pertemuan 
audiensi tersebut digelar dengan sifat terbuka.

"Klarifikasi pertama saya, bahwa benar 
tanggal 2 Juni 2026, ada audiensi Bupati Ku-
ansing di kantor ini. Ini audiensi yang terbuka, 
bupatinya mengirim surat resmi, di-publish 
di media sosial, saya maupun kementerian, 
dan ada daftar hadir, ada notulensi. Jadi kalau 
suatu saat pihak KPK memerlukan, atau bah-
kan kami akan proaktif juga menyerahkan apa 
yang telah saya sebutkan tadi," ujar Raja Juli 
kepada wartawan di kantor Kemenhut, Jakarta 
Pusat, Jumat (3/7).

Raja Juli bercerita bahwa Suhardiman sem-
pat meninggalkan amplop yang ditutup map di 
kantornya setelah audiensi tersebut. Raja Juli 
kemudian meminta ajudannya untuk langsung 
mengembalikan amplop tersebut.

"Dalam audiensi itu, ternyata Bapak Bupati 
Kuansing meninggalkan amplop yang ditutup 
dengan dengan map, ya. Dan ketika beliau 
pergi, saya baru sadar, dan saya langsung 
meminta ajudan saya untuk mengembalikan 
amplop tersebut. Saya tidak tahu isinya apa, 
tapi saya tidak merasa tidak memiliki hak 
terhadap amplop tersebut, dan saya meminta 
ajudan saya untuk mengembalikan amplop 
tersebut," katanya.

Ajudan, menurut Raja Juli, kemudian 
mengembalikan amplop tersebut di Polres 
Kuantan Singingi pada 12 Juni 2026, 17 hari 
sebelum Suhardiman kena OTT. Raja Juli juga 
memperlihatkan tanda terima dan foto perte-
muan pengembalian amplop tersebut kepada 
wartawan.(det/js)


